Hukum Ketenagakerjaan hadir dalam lingkup hubungan kerja merupakan
hentulk intervensi negara terhadap persealan private antar subyelk hukum. Ruh yang
menjadi semangatnya adalah wuojud penunaian tugas negara dalam memberikan
perlindungan TTAM terhadap para pihalk yang melakukan hubungan kerja, sehingga
perintah UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak dapal terwujud dengan baik. Jika negara tidak hadir dalam
persoalan itu dikhawatirkan tidak ada keseimbangan kedudukan antara pekerja dan
pemberi kerjasehingea menvebablkan tidak terpenubinya hak. Oleh karenanys hukuam
harus hadir agar tercipta hubungan kerja vang sehat dan berkeadilan.Fendelkatan law
is o twol of social engineering wotuk penengah persvdlan- persvalan hukum yang
sifatiya private seperti hubungan kerja, seringlali tidak sesuai harapan. Beberapa
ketentuan yang diberlakukan tidak sesuai dengan kebutuban pasar kerja. Sehingga
dalam implementasinya sering diabaikan oleh para pihal yang melalkukan hubungan
kerja. Dalam buku ini dibahas juga tentang problematika penegakan ketentuan
Perjanjian Kerja Walttu Tertentu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Tindang
Ketenagakerjaan banyak sekali pengaturan yang dalam tataran implementasi belum
herjalan efiektif.
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Dalam buku ini dibahas juga tentang problematika penegalan ketentuan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan banyak selali pengaturan yang dalam tataran implementasi belum
berjalan efektif. Sebagaimana telah disampaikan penulis di atas, hukum yang
hijaksana tentunya harus sesvai dengan kebutuhan hukum para pelaku hubungan
kerja. Jika ketentuan yang ada justeru merugikan para pihak, maka bisa dipastikan
pelaksanaannya dizbaikan. Misalnya terkail ketentuan tentang masa tenggang 30 hari
untuk melanjutkan PEWT tahun terakhir, juga tentang pembarasan ruang lingkup
pekerjaan bagi pekerja waktu tertentu. Prakleknya banyak sekali pelanggaran namun
tidak terjanglkau oleh hukum. Penyebahnya, kondisi Indonesia yang sejauh ini masih
memounyal pelsodlan serius, yakni tidak seimbanpgnya antara kebutuban akan
pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Schingga sccara sosiologis, posisi
tawar pekerja vang mavoritas unskill labor, berada pada situasi vang lemah.
Kelemahan lainnya juga dischablean oleh tidak adanya pengaturan sanksi bagi pihalc
vang melanggar ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Hukum vang
henar tentu memuat sanksi baile terhadap perintah maupun larangan yang
mengaturnya. Mengandalkan kesadaran hukum pada masyarakat yang budaya
hukumnya belum tinggi adalah kesia-siaan.
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